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ABSTRAK

Amir llyas, B 111 01 098, Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak
Pidana Korupsi (Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1333 di Ubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi), di bawah bimbingan Aswanto sebagai konsultan |
dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai konsultan |1,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perfindungan hukum
terhadap saksi pelapor menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan
Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dan untuk mengetahiui faktor yang
mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindurgan terhadap saksl pelapor
dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian yang dilzkukan, dipercleh kesimpulan bahwa
perlindungan terhadap saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana
korupsi di Kota Makassar belumn optimal. Hal ini ditandal dengan masih
banyaknya saksi pelapor yang tidak remperolen  perindungan  dar
kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan
dan penyidikan, tidak terlindungi dari ancaman kekerasan yang dilakukan
tersangka, tidak terlindungi dan kerugian matenl yang mungkin timbul karena
keharusannya menjadi saksi serta tidak terlindungi dan upaya tersangka
untuk membujuk saksi.

Faktor yang mempengaruhi perlindurigan lerhadap saksi adalah: a. fakior
substansi dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang belum
mengakomodir secara sempuma kepentingan para saksi yang sehajusnya
terlindungi, b. faktor struktur dalam hal ini tndakan para aparat yang justru
melakukan kekerasan terhadap saksi, ¢ sikap masyarakat dalam hal ini
masih kurangnya kesadaran dari mereka untuk memberikan kesaksian.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada
alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan,
terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang
pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan
unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Pengertian
saksi menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
‘selanjutnya disebut KUHAP) adalzh orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendir.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu
proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP
yang menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti
lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam

tahap pembuktian di persidangan.




Mamun peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat
jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya
perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak
dapat dibuktikan dengan alasan alat bukli yang tidak mencukupi, yang
seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang
sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan
mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum

khusus yang mengatur tentang periindungan terhadap saksi.

lsu mengenai perlindungan saksi sudah lama digulirkan di Indonesia,
namun sampal dengan saat ini belum dapat kita temukan Undang-undang
yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap saksi. KUHAP
sendiri hanya mengatur mengenai saksi secara umum. Beberapa keteniuan
di KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seseolang
yang menjadi saksi. Hal tersebut disebabxan oleh perspektif yang dipakai

oleh KUHAP yang lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, saksi merupakan salah satu
pihak yang sangat penting. Hal ini hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-
185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas
alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali

diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Demikian pula dalam

(]




Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Keberadaan saksi dalam p-ens;nganan tindak pidana korupsi sangat
penting untuk kepentingan pengusutan. Sebagaimana tindak pidana yang
lain, maka dalam penanganan tindak pidana korupsi, keterangan seorang
saksi menjadi suatu yang sangat penting. Tindak pidana korupsi pada
umumnya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan dan
pengaruh. Keadaan ini menyebabkan kemungkinan penggunaan kekuasaan
dan pengaruh tersebut untuk melakukan intimidasi kepada seorang saksi,
sehingga dalam penanganan tindak pidana korupsi, para saksi pun harus

mendapat porsi yang cukup untuk periindungannya.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan
penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang yang
terlupakan (forgotten pecple in the system). Korban kejahatan dan saksi
hanya dilihat sebagai obyek pasif dan terbaikan hak-haknya sebagai pihak
yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan. Karena itu, tiba
saatnya kita menaruh perhatian pada korban .Ir:ajﬂhal.arr dan saksi. Tulisan ini
bermaksud melihat pentingnya perlindungan serta hak-haknya dan

mekanisme apa yang memungkinkan dapat melindunginya




Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk

korban, berada dalam posisi yang lemah. Sesungguhnya apabila kita cermati

dalam kenyataannya, kondisi saksi fidak jauh berbeda dengan

tersangkalterdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1.

2.

o b

Bagi saksi (apalagi yang awam tentang hukum), memberikan
keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.

Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada
ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirnnya
mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
Memberikan keterangan adalah pengorbanan waktu dan biaya
Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi
seperti seorang tersangka/terdakwa. (Harkristuti Harkrisnowao,
2002 : 7).

Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang

mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk muiai dan tindakan

pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada

tindakan main hakim sendiri, vang akhir-akhir ini marak teradi. Tindakan-

tindakan anarki yang diiakukan masyarakat tersebut bertolak pangkal dari

perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan fidak adil dalam din masyarakat,

yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di

kalangan aparat penegak hukum.

Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhém tersebut, setidaknya kondisi

ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk

pada proses penegakkan hukunt Apabila kita ingin mengembalikan proses




perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses

peradilan selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum yang merupakan
syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi
termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan

perlindungan padanya.

Minimnya perlindungan terhadap saksi atas tindak pidana korupsi
dapat dilihat dalam beberapa kasus korupsi yang diproses di Pengadilan
Negeri Makassar. Para saksi dalam proses pemeriksaan tiba-tiba mencabut
pengakuan yang telah diberikannya disaat masih dalam tanap penyelidikan
dan penyidikan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan

terhadap saksi .

Dari issu dalam penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan
penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang perlindungan terhadap saksi

dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

L]

R --'.._- i
penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikaf=




a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor
menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana
Korupsi di Kota Makassar?

b. Apakah faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian
perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Kota
Makassar?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perindungan hukum terhadap saksi pelapor
menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana
Korupsi di Kota Makassar .

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi optimalisasi
pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana

korupsi di Kota Makassar.
D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memperkaya khasanah dalam pengembangan ilmu-iimu sosial dan
iimu hukum pada khususnya dan dapat digunakan sebagai
referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh
tentang perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak

pidana korupsi.




2. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi
kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat
mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan
perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana

korupsi.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan
tentang saksi, yaitu;

orang vang dapai memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihal sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-

orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak

pidana saja. sudah dimasukkan dalam kategeri saksi. sehingga untuk itu

mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa UU (tindak

pidana) khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1989},

UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1887), UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun

1997), UU Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 15 Tahun 2002), UU

Femberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU MNo. 15 Tahun 2003)

dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan. Bahkan menurut UU
Tindak Pidana Korupsi, mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya.

Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan




sanksi pidana, Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan
bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi
dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan. Tentunya terhadap
mereka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 224 KUHF dan Pasal 522
KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan
di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di
hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki

nilai kesaksian.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena
berdasarkan KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di
sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Meskipun demikian dalam
penyidikan, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila acga cukup
alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di
Pengaditan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya
merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor

dalam tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP (Agus Riewanto, 2001 : 3).
B. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana

Alat Bukti adalah Kesatuan data-data formal (yang tertera dalam
Undang-Undang) Pasal 184 KUHAP, yang memberikan informasi bahwa

adanya dugaan terhadap teradinya tindak pidana. Penyusunan alat-alat




bukti di Negara—Negara Common Law seperti Amerika Serikat, lain daripada
yang tercantum dalam KUHAP kita (Surastini Fitriasih, 2003 : 1). Alat-alat
bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut Forms
of evidence terdiri dari :

1. Real evidence (bukti sungguhan),

2. Documentary evidence (bukti dokumenter);

1. Testimonial evidence (bukti kesaksian);

4. Judicial notice (pengamatan hakim}.

Menurut Surastini Fitriasih (2003 : 1), alat bukti yang berbeda dengan
yang tercantum dalam KUHAP ialah real evidence yang berupa objek
materiel {materiel object) yang meliputi peluru, pisau, senjata api, perhiasan
intan permata, televisi dan lain-lain. Rea! evidence ini biasanya disebut bukti
yang berbicara untuk diri sendiri (speaks for it salf).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, real evidence
tidak termasuk alat bukti atau barang bukti. Barang bukti yang berupa objek
materiel ini tidak bemilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah :

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahii;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.
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Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting
adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri
tindak pidana, Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat
bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan
pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi Menurut Pasal 185 KUHAP
ayat (1), “Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan
di sidang pengadilan”.

Sarsi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyslidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, la lihat sendiri, dan/atau la
alami sendiri. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian
menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP :

1. Kekeluargaan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa;

5 Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai
derajat ketiga;

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama—

sama sebagai terdakwa.
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Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda),
ditentukan oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP bahwa juga mereka karena
pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,
dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.
“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk
memberi keterangan sebagai saksi, vaitu hal yang dipercayakan kepada
mereka .

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memben
kesaksian di bawah sumpah ialah :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin.

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang—kadang ingatannya
baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa anak yang
berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa,
sakit gila meskipun kadang-kadang saja (psychopal), mereka ini tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara sempurmna dalam hukum pidana maka
mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan,
karena itu keterangan mereka itu hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana

terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti
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utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak

diperoleh saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah
dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa
terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan
informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat
kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai
alat bukii utama menjadi acuan hakim dalam memuius bersalah atau
tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat
besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan {(Agus Riewanio,

2001:2).

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di
Indonesia, tersangkafterdakwa memiliki sejumiah hak yang diatur secara
tegas dan rinci dalam suatu bab tersendin. Sebaliknya bagi saksi, termasuk
saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan
hak pada saksi, tetapi pembenannya pun selalu dikaitkan dengan
tersangkafterdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh
tersangkaiterd a[;tw&. tetapi banyak hak terdangkal/terdakwa yang tidak dimiliki

oleh saksi.
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C. Ketentuan Perundang-undangan Indonesia tentang Perlindungan

Saksi Pelapor

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan
pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam
posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu
bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini (Harkristuti

Harkrisnowo, 2002:4).

Harkristuti Harkrisnowo (2002:4) mengemukakan pula bahwa
perlindungan korban dan saksi dapst diartikan secara luas yakni melindungi
kepentingan korban dan saksi agar supaya lehih mudah untuk memperoleh
akeas keadilan dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi
sekunder (secondary victimization). PBB, misainya, telah menetapkan hak-
hak karban dan saksi dalam Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985,
yaitu: (1. Compassion, respect and recognifion, 2. Receive information and
explenation about the progress of the case. 3. Provide information. 4.
Providing proper assistence. 5. Protection of privacy and physical safety. 6.
Restitution and compensation. 7. To access to the mechanism of justice

system).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh compassion,

respect, and recognition pada setiap tahapan proses peradilan adalah bagian
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penting yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan
terhadap korban kejahatan dan saksi, selain profection of privacy and

physical safely.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak
mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-
hak saksi -termasuk saksi korban- dalam proses peradillan pidana. Akan
tetapi bukan berarti dalarm hukum Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan
semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP wang dianggap

memberikan perlindungan pada saksi dan korban adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara jelas
mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi. Namun, terdapat beberapa
ketentuan di KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi
dalam suatu proses peradilan pidana. Berikut ini merupakan hak-hak yang
didapat oleh secrang yang menjadi saksi, yaitu:
2qasgal 117 avat (1) : Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik

diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam
bentuk apapun.

Pasal 173 : Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi
mengenai hal fertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia
minta terdakwa ke juar dar ruang sidang akan tetapi sesudah
itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum

kepada ferdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak
hadir.
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Dalam Penjelasan Pasal 173 disebutkan bahwa apabila menurut

pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas

dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk

menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar

untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan perianyaan

kepada saksi

Pasal 177 ayat (1)

Pasal 178 ayat (1) :

Pasal 227 ayat {1) :

Pasal 229 ayat (1) :

- Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia,

hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang
bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan
benar semua yang harus diterjemahkan.

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak
dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai
penterjemah orang yang pandai bergaul dengan
terdakwa atau saksi itu.

Semua jenis pemberitahuan alau panggilan oleh pihak
yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan
kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-
lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang
ditentukan di tempat tinggal merska atau di tempat
kediaman mereka yang terakhir.

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan
dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat
pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi juga berhak meminta

ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban,

yaitu seocrang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan

kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 88 ayat (1), yaitu:
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Jika suatu perbuatan yang menjadi dasari dakwaan di dalam
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri
menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua
sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana itu.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa “kerugian bagi orang lain”
termasuk kerugian bagi korban. Maka jika seorang saksi yang juga sekaligus
menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara
menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang

bersangkutan.

Selain itu, dapat juga dilihat dari Pasal 81 KUHAP mengenai
praperadilan, yailu:
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibai tidak
sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan digjukan oleh
tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seorang
korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika

sebuah perkara dihentikan.

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat
beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 159 ayat (2), 161 dan

174 KUHAP sebagai berikut:
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Pasal 159 ayat (2) : Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil

Pasal 161 :

dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup
alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan
mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat
memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke
persidangan.

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk
bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal
160 ayat (3} dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap
dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua
sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan
negara paling lama empat belas hari.

Pasal 174 ayat (2) : Apabila saksi tetap pada keterangannya itu,hakim ketua

sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa
penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah
supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut
perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Selain KUHAP, dalam KUHP juga dapat ditemui ketentuan-rketentuan

yang membebankan kewajiban pada saksi, yaitu:

Pasal 224 :

Pasal 522 :

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan
menjadi saksi, ahli atau jurubzhasa, dengan sengaja tidak
memenuni sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang
harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-

lamanya enam bulan,

Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah
dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau

juru-bahasa, dihukum denda.

Disamping aturan-aturan dalam KUHAP, sejak tahun 1997 beberapa

UU (tindak pidana) khusus di luar KUHP, mencantumkan beberapa pasal
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yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi. UU Narkotika,
UU Psikotropika, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang
dikemukakannya identitas pelapor. Selain itu dalam Pasal 42 UU Tindak
Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa negara
berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang
memberikan kesaksizn agar terhindar dari kemungkinan ancamnan yang

membahayakan dir, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tertunya merupakan suatu
langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses
peradilan  bukan hanya tersangkafterdakwa yang perlu  meandapat
perlindungan, meskipun masih periu dipantau apakah ketentuan ini pada
akhimya dapat diimplementasikan, karena masin dibutuhkan adanya
Peraturan Pemerintah (PP} untuk melaksanakan ketentuan pasal UU

tersebut.

Berbeda dengan UU Tindak Pidana Pencucian uang yang masih harus
menunggu PP untuk implementasinya, untuk UU Tindak pidana korupsi telah
dikeluarkan PP No.71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta

masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan

19




pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Fanarinfah ini merupakan
peraturan pelaksanaan dari pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 demikian juga dengan Pengadilan HAM telah
dikeluarkan PP No. 2 tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan
terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang
berat. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari
Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam
penjelasan umum dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya peraturan
pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun
mental kepada saksi, pelapor maupun korban dar ancaman, gangguan,
teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan
mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses
peradilan dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang
dapat diberikan berdasarkan Pasal 5 dan 5 PP No. 71 Tahun 2000 dan Pasal
2 PP No. 2 Tahun 2002 ini meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban, pelapor atau saks:
dari ancaman fisik dan mental;
Perahasiaan identitas korban, Pelapor atau saksi,

Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang
pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

ZRE

Perlindungan yang dijamin melalui PP ini ternyata tidak berbeda
dengan yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang. Perlindungan-perlindungan itu memang merupakan sebagian hak-hak
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yang diusulkan dalam Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Beberapa hak yang juga diusulkan untuk saksi dan korban pada tindak
pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana narkotika dan
psikotropika, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat adalah hak untuk
mendapatkan identitas baru dan hak atas relokasi. Dalam berbagai seminar
dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan untuk membahas
MNaskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban, memang masih timbul
pertanyaan akan urgensi dua hak ini disebabkan implikasi dan konsekuensi
yang mungkin timbul dari diberikannya kedua jenis hak tersebut (Sentra HAM
FHUI bekerjs sama dengan ICW, yang diselenggarakan di Jakarta pada
tanggal 30 — 31 Maret 2000), Oleh karena itu, untuk saksi dan korban secara

umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut:

a. hak atas penggantian biaya transportasi
b. hak untuk mendapat nasihat hukum
c. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus

d. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan

e hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia

dipenjara)

Khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu

diberikan beberapa hak khusus antara lain:
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a. hak untuk didengar pendapatnya dalam sefiap tahapan
pemeriksaan

b. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan

c. hak untuk tidak didekati pelakukelompoknya dalam radius
tertentu, dalam tindak-tindak pidana tertentu (injunction order)

d. Khusus untuk korban findak pidana kekerasan yang
menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikclogis yang berat,
dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak:

1. bantuan medis
2. bantuan konsultasi psikologis

3. hak stas kompensasi dari negara

Adanya hak-hak dalam undang-undang saja tentunya belum
merupakan jaminan bagi saxsi dan korban akan mendapat perlindungan
yang sesungguhnya. Telah banyak contch mengenai betapa sulitnva
mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama Yyang
berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contch konkrit, hak-hak yang
dimiliki oleh tersangkafterdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP
berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangkalterdakwa yang
menjadikan karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia,
belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh

penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit,
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pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas pun,
masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya
berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan
tersangkafterdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur

penangkapan dan penahanan (Otte Cornelius Kaligis, 2000 : 1).

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya , pengertian saksi
berdasarkan Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepantingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Didi irawadi Syamsuddin
(2002 : 21) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus yang

terjaid dalam proses pemberian keterangan kesaksian oleh saksi yaitu :

1. unreliable wilness:

Hal ini menunjukan bahwa ada saat-saat dimana saksi dipersuasi
untuk menyampaikan keterangan untuk memperkuat posisi jaksa,

terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.
2. witness as product of bullying and harassment:

Kemungkinan adanya metode tertantu oleh polisi atau penegak hukum

lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang
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berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka wakiu

yang panjang tanpa jeda yang layak.
. lying witness:

Tidak boleh pula ditutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan
bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada di bawah sumpah, baik

karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.

. silent wilness:

Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak
memberikan jawaban yang sesungguhnya (asas non-self
incrimination). baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain

dalam kasus penyeriaan yang melibatkan dirinya.

. incompetant withess:

Saksi dalam kategori ini tentunya keterangannya tidak layak menjadi
alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut infant, mental

diseas atau mertal defect.
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6. fum-coal wilness:

Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata
ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat
hukum. Di beberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat
menarik kembali saksi a de charge yang diajukannya sendiri, karena
dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan

kredibilitas saksi.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP
masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa
pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat
bukti. Dalam Pasal 160 ayai (2) KUHAP dikatakan bahwa sebelum member
keterarigan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara
agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang
sebenamya dan ftidak lain yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu
merupakan syarat mutlak, jika saksi menolak maka ia dapat dikenakan

sandera di tempat rumah tahanan negara ( Andi Hamzah , 2001 : 256).

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat
maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan |
keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) dikatakan: “dalam

keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain
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atau testimonium de audity”. Dengan demikian, keterangan saksi yang
mendengar orang lain mengatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu

bukanlah alat bukti yang sah (Didi Irawadi Syamsuddin, 2002 : 21)

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian
yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut unus testis nullus testis
(satu saksi bukan saksi), Hal ini dapat dibaca pada pasal 185 ayat (2)
KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan secrang saksi saja tidak cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang

didakwakan kepadanya.
D. Pengertian Korupst

Secara harafiah, tindak pidana korupsi berasal dar kata "tindak
pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis
dari bahasa Belanda " Stafbaar Feit’ atau "delict’ dengan pengertian
sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu
saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah
korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptie. Comruptie Berasal dari kata
corrumpore yang berart merusak (Lilik Mulyadi, 2000 : 15).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1899 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi merupakan hukum positif di Indonesia bagi pemberantasan
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tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan korupsi (telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)

menurut Lilik Mulyadi (2000 : 13) memiliki nuansa yuridis yang signifikan

dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan korupsi

sebelumnya. Nuansa yang dimaksud adalah :

1x

Bahwa subjek pelaku tindak pidana korupsi selain untuk setiap
orang, dapat juga dilakukan oleh korporasi baik yang
merupakan hadan hukum maupun yang bukan badan hukum
(Pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1959},

Bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini mempergunakan
rentang waktu minimum khusus dan maksimum (Pasal 2 —
Pasal 12 . Pasal 22, Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1998).

Bahwa undang-undang ini menentukan bahwa pengembalian
uang negara oleh pelaku tidak menghapuskan dipidananya
pihak pelaku (Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) uu
MNo. 31 Tahun 19939).

Dimungkinkan adanya gugatan perdata jika
tersangkalterdakwa  tindak  pidana  meninggal  saat
penyidikan/peradilan. Gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa
Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan (Pasal 33 dan

Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1998),

27




5. Undang-undang ini mengenal sistem pembuktian terbalik
terbatas dan saling membuktikan antara terdakwa dan
penuntut umum serta dimungkinkan adanya peradilan in
absentia (Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1998},

Pengertian korupsi dikemukakan pula oleh beberapa pakar. Menurut
Shleifer dan Vishny (1993 : 46) korupsi adalah penjualan barang-barang
milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai
contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi,
bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu
memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau urtuk pemakaian barang-
barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti
ini. karena korupsi menvebabkan skonomi biaya tinggi, korupsi memiliki
pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan
yang memiliki konteks pembangunan menurut Seno Adji (1996 : 8)
pengertian. korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan
negara saja. Tindakan bribery (penyuapan) dan kickbacks (penerimaan
komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian
yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah
seperti  bureaucratic corruption atau tindak pidana korupsi, yang
dikategorikan sebagai bentuk dari offences beyond the reach of the law

(kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh
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diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya tax evasion
(pelanggaran pajak), credit fraud (penipuan di bidang kredit), embezziement
and misapropriation of public funds (penggelapan dan penyalahgunaan
dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut
sebagai invisible crime (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit
pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

.Glendeh (1997 : 23) berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh
aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara
untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan
umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi
pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan
oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan
perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang
merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat
bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam
berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang
pelicin.

Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara
dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui
perseb-;ungkulan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai
kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan.

Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta
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teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya -
partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar
sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor
pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan
untuk menghindar kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-
kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah
umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat
keterangan, surat ijin dan sebagainya. Biasanya orang-orang Yyang
menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang
ada dilanggar. Yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat
dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan
cepat pula.

Menurut Silalahi (1697 : 4) korupsi bukan hanya terjadi pada
aparatur pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh
lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang
c-]isebabhan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di
samping itu korupsi di kalangan aparatur negara fidak semata-mata
disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi
secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi tidak

puas dengan apa. yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya

kebutuhan.
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Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang teradi di negara-
negara berkembang biasanya tefjadi, karena ada penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara
(Mugihardjo,1997 : artikel). Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi
lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan
dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Dalam kaian ini Masood Ahm;ed (1997 : artikel ), direkiur
pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia,
mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang
utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor
menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukian, korupsi di negara-
negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi seklor
swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyvat biasa.

Sejalan dengan itu Fred Bergsten, Direktur Insttitute for International
Economics dari Amerika Serikat (Kompas,1996) berpendapat bahwa
korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang
bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan
perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil
penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya
korelasi langsung antara ftingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula
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peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih

baik.

Syed Hussain Alatas (1987 : 12), seorang ahli sosiologi korupsi,

membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut.

1) Transactive corruption

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak
penerima demi keuntungan kedua beiah pihak dan dengan aktif
diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi
jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau

masyarakat dan pemerintah.

2) Exorlive corruplion

3)

Jenis korupsi dimana pihak pembar dipaksa untuk menyuap guna
mencegah  kerugian yang sedang mengancam  dirinya,
kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainva.
Investive corruption

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan
keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan

diperoleh di masa yang akan datang.

4) Nepotistic corruption

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara
untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang

memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang
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atau  bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan
dengan norma dan peraturan yang berlaku.

8) Defensive corruption
Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah
dalam rangka mempertahankan diri.

6) Autogenic corruption
Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya
seorang diri, Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak
benar.

7) Supportive corruption
Tindakan-tindakan yang dilakukan wuntuk melindungi atau
memperkuat korupsi yang sudan ada. Misalnya menyawa preman
untuk berbuat iahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar

tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

Shleifer dan Vishny (1883 :21) dalam tulisannya memaparkan dua
proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan
proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi.
Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-
badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegainya
korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang

dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa
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negara berkembang korupsi sangatiah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal

membebani pembangunan,

Ackerman (1991:11) berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan
antara sektor pemerintah dan seklor swasta. Apabila seorang pejabat
pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan
atau biaya kepada sektor swasia, maka terciptalah suatu insentif untuk
penyuapan. Jadi korupsi tergantung besarnya keuniungan dan biaya yang

berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang
cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah salu penyalahgunaan
peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk

pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Dzlam Hukum di Indonesia, terdapat 2 jenis tinoak korupsi  menurut

Leden Marpaung (2001 : 32) yaitu :

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHP yaitu :
a. Tindak pidana korupsi yang bersifat umum;
b. Penyaflahgunaan kekuasaan/kewenangan,
c. Memberikan hadiah dnegan mengingat kekuasaan,

d. Permufakatan melakukan korupsi,
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e. Menggagalkan atau berusaha menggagalkan pemberantasan
korupsi;
f. Menyebut nama/alamat pelapor.
2. Tindak Pidana Korupsi di dalam KUKP, yaitu ;
a. Delik suap;
b. Delik penggelapan;
¢. Delik pemerasan;
d. Delik yang berhubungan dengan pemborongan,

e. Pemberatan sanksi.
'E. Penanganan Tindak Pidana Korupsi

‘a. Penyidik
Fenyidik tindak pidana korupsi adalah pihak kejaksaan dan
pihak penyidik Polri. Dasar hukum yng memberikan kewenangan
bagi kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam penanganan tindak
pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menentukan

bahwa:

- siam waktu dua tahun setelah diundangkan, mda.? !cerhad:ap
semua perkara berlaku ketentuan undang:undang ini dnegam -
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus
qcara pidana sebagaimana tersbeut pada yndang—un::_[ang
tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak

berlaku lagi.
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Dengan demikian, maka terhadap tindak pidana yang memuat
ketentuan acara pidana khusus disebut sebagal tindak pidana
khusus. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus
berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No, 31
Tahun 1989 tentang Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tindak pidana korupsi
memiliki acara khusus dan undang-undang tentang pemberantasan
korupsi memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk
melakukan penyidikan. Sedangkan dasar bagi Polii untuk melakukan
penyidikan adalah dalam Pasal 14 UU No. 28 Tahun 1987 tentang
Kepaolisian Reublik Indonesia yang menentukan bahwa kepolisian
melakukan penyelidikan dan penyidiken terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan pertauran
perundang-undangan lainnya. Dalam penyidikan tindak pidana
korupsi Polri pun diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 27 UU
Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa dalam hal
ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka

dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung.

. Penyelidikan
Pengertian Penyelidikan dimuat dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP

yang menentukan bahwa:
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Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini.

Penyelidikan dimulai ketika telah ada data awal baik yang
diperoleh dari menteri, wakil presiden melaiui PO BOX 5000, aparat
intelejen, Dewan Perwakilan Rakyat dll yang sah menurut Undang-
Undang Pemberantasan Korupsi maka diterbitkanlah Surat Perintah
Fenyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi
yang terjadi. Dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup maka
diterbitkanlah surat perintah penyidikan jika tidak ditemukan bukti
permulzan maka penyelidikan dihentikan.

Fenyidikan

Benyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian
tindakan penyidik daiam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencar serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya. Aparat penyidik yang
mengemban  tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah
menerima Surat Perintah tersbeut, segera membuat “Rencana
Penyidikan” (Rendik) seraya mempelajariimemahami  hasil

penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak
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pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat
menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan
bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan
demikian akan dapat ditentukan modus operandi (Soedarso, 1979 :
212).

Menurut |.eden Marpaung (2001 : 67) tidak semua perkara
pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Jika ada salah satu unsur, tidak didukung alat bukti atau adanya
alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi misalnya sifat
melawan hukum tidak terbukii, maka perkara tersebut diterbitkan
Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang
disidik didukung oleh alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap
penuntutan.

. Penuntutan

Pada tahap penuntutan, pada umumnya teiah ditunjuk
Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Penuntut
Urmum dan Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian secara
cermat, khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan
didakwakan. Jika setelah diadakan penyempumaan temyata ada
yang fidak terbukti maka atau ada hal yang menunjukkan

unsur

bahwa tersangka tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat

Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPF).

38



Menurut Leden Marpaung (1992 : 34) adakalanya perbuatan

seorang tersangka tigak didukung bukti yang cukup atau perbuatan

tersbeut tidak dapat dipersalahkan tapi Jaksa Penuntut Umum tidak
menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan
maksud dituntut bebas. Leden Marpaung (1992 : 42) tidak setuju
dengan adanya prakiek “tuntut bebas” oleh Penuntut Umum karena
Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan pemeriksaan
sidang demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Jika

tidak terdapa cukup bukti seorang penuntut umum seyogianya

menerbitkan SKPP bukan mslanjutkan ke persidangan untuk

“dituntut bebas”.
F. Fenegakan Hukum

1. Sistem Hukum
Donald Black (Achmad Ali, 2000 : 318) mengemukakan bahwa
Untuk mengetahui tegak atau tidak tegaknya hukum pada suatu waxtu
dan suatu tempat, maka hal yang dilakukan adalah melakukan suatu
perbandingan antara suatu realitas hukum dengan sesuatu yang

dijadikan standar (undang-undang, dokirin, putusan pengadilan, atau

ideal-ideal lainnya).
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Masalah Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur-
unsur yang terdapat dalam suatu sistem hukum. Lawrence M.

Friedman ( 1984.7) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga unsur) dari

hukum yaitu:

a. Struktur

b. Subtansi

¢. Budaya hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkaan tentang
bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formainya.
Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan
lain-lain badan serta proses hukum i#u beralan dan dijalankan
(Achmad Ali, 1936 : 213),

Subtansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh
para pelaky bukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta
hubungan hukumnya (Achmad Ali, 1996 : 213).

Budaya hukum adalah berbicara tentang sikap-sikap,

kabiasaan-kebiasaan, ideal-ideal masyarakat dalam berbagai situasi

dalam kehidupan sehari-hari .

Lawrence M. Friedman dalam Wisnu Basuki (2001 : 8)
menyatakan bahwa cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem
hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti

mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh
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mesin i
N Itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta
memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam kaitan hukum dan perubahan, Lawrence M. Friedman
(dalam Wisnu Basuki, 2001 : 362) menyatakan bahwa perubahan
sosial yang besar berasal dari luar hukum, maksudnya berasal dari
masyarakat. Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang
yang berdiri sendin dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Hukum
mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu.
MNamun demikian sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan
perubahan sosial.

Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Dari ketiga unsur dalam sistem hukum ini kemudian masalah
nenegakan hukum akan sangat berhubunpan dengan kesadaran,
ketaatan dan efektifitas perundang-undangan. Kesacaran, ketaatan
dan efektifitas perundang-undangan merupakan tiga hal yang sangat
herkaitan erat . Dalam kenyataan , kesadaran hukum dan ketaatan
hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda
meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini pulalah yang
sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-

undangan di dalam masyarakat (Achmad Ali, 1998 : 191).
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Kesa
sadaran  hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang

seb s
enamya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

diharapkan ada, Krabbe {Achmad Ali, 1998 192).

Soerjono Soekanto (Achmad ali, 1988 : 194) mengemukakan
empat unsur kesadaran hukum, yaitu :
1. Pengetahuan tentang hukum

2. Pemahaman tentang isi hukum

3. Sikap hukum
. Pola perilaku hukum |

Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga
masyarakat tersebut akan mentaati suatu peraturan hukum atau I
perundang-undangan.  Ketaatan masyarakat pada hukum pun

menurut H.C Kelman (Achmad Ali, 1598 : 183) terbagi atas tiga :

1. Ketaatan yang bersifat complience, yailu jika seseorang taat
terhadap aturan hanya karena ia iakut sanksi.

2. Ketaatan yang bersifat ideniification yaitu ketaatan seseorang yang
terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya
hubungan baik dengan pihak lain.

3. Ketaatan yang bersifat infernalization, yaitu jika seseorang mentaati
aturan benar-benar karena ia merasa aluran tersebur sesuai

dengan nilai-nilai yang dianutnya.
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Jika dihubungkan dengan keefekfifan suatu undang-undang,

maka suaty undang-undang dikatakan efeklif jika sebagian besar

Masyarakatnya mentaati. Kualitas ketaatan masyarakat pun menjadi

ukuran kualitas dari  keefektifan suatu undang-undang. Jika

sebahagian besar Masyarakatnya memiliki ketaatan yang bersifat
complience dan identification maka kualitas efeklifitas undang-undang
lersebut tidak lebih baik dari pada undang-undang yang ditaati oleh
masyarakatnya karena kesadaran bahwa perundang-undangan itu

sesual dengan nilai instrinsil yang dianutnya (Achmad Ali, 1998 :
194).
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BAB I

METODE PEN ELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dj Makassar dengan sasaran pada pihak yang
berkompeten dalam proses Peradilan pidana. Adapun pemilihan lokasi ini
didasarkan pada perfimbangan bahwa Makassar merupakan daerah yang
memiliki jumizh pelaku tindak pidana korupsi yang cukup banyak. (Data Dari

Pengadilan Negeri Makassar).

B. Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sosiolcgi hukum sehingga sifat penelitian deskriptif dengan tipe empiris.

C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalakh:
a. Kapolwiltabes Makassar
b. Pengadilan Negeri Makassar
c. Kejakszan Negeri Makassar
d. Masyarakat

Sedangkan sampel:

Aparat Kepolisian di Kota Makassar metode non random sampling

dengan menetapkan & (enam) orang responden.
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b. Pimpinan i
yang terkait pada Pengadilan Negeri Makassar metode non

random sampli
mpling dengan Mmenetapkan masing-masing 6 (enam) orang
responden.

c. Pimpi i i
pinan yang terkait pada Kejaksaan Negeri Makassar metode non

r _ ;
andom sampling dengan menetapkan masing-masing 6 (enam) orang

responden.

d. Dari masyarakat memilih sebanyak 10 responden yang pernah

menjadi saksi dan 20 responden yang tidak pernah menjadi saksi,

D. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk
menunjang hasil penelitian adalah :
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama {responden) pada lokasi penelitian,
2. Data Sekunder vyaitu data yang dipercleh berupa sumber-sumber
tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan

iainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara yaitu mendatangi responden dengan melakukan tanya

jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan terstruktur.
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2. Kuesioner, m '
+ enyediakan daftar pertanyaan “tertulis yang disusun

secara sistematis

. D ' '
3. Dokumentasi yaity untuk mengumpulkan data sekunder yang

berkaitan dengan penelitian.

4. Pengamatan, yaity mengamati dan mempelajari secara langsung

dengan mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan data

yang relevan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik
secara deduklifl maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang eral kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB v

HASIL DAN PEM BAHASAN

Pidana Korupsi di Kota Makassar

Korupsi adalah sebuah kosa katg yang paling sering diucapkan dan
ditulis berbagai kalangan pasca kejatuhan Soeharto. memasuki orde
reformasi, Namun, sayangnya, penanganan tindak pidana korupsi di
Indonesia belum mencapai hasil optimal Kegagalan pembearantasan korupsi
dianggap disebabkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK)
tidak menganut pemburiian terbalik. Secara sedernana, sistem pembukiian
terpalik dapal didefinisikan, sistem pembuktian dalam proses perkara pidana
yang membebankan terdakwa membukiikan bahwa dirinya tidak barsalah
atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Dengan kata lain, terdakwa

dianggap bersalah, kecuali dapat membuktikan bahwa dinnya tioak bersalah.

Sistern tersebut merupakan pengecualian Hukum Acara Pidana
sebagaimana diatur Pasal 66 UU No.8/1988 tentang Hukum Acara Pidana
yang menganut praduga tak bersalah, yakni tersangka atau ferdakwa tidak

dibebani kewajiban pembuktian. UUPTEK No.3/1971 memberikan keleluasaan
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hakim secara subijektif i :
ubjektif jika dianggap periy, dapat membebankan terdakwa

membuktikan tidak korups;

komitmen untuk pem berantasan korupsi di Indonesia telah diwujudkan

dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan,

sepertt Tap MPR  Nomor : XUMPR/OSE Tahun 1598 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Darj Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1999 yang telah .diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2001 Tentang Pem, berantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan ini menjadi tumpuan
harapan dan tonggak awal dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.
Komitmen tersebut harus diaklualisasikan dalam bentuk strategi yang
komprehensif dan menjadi bagian integral pemecahan masalah lainnya, yaitu

masalan ekonomi, politik, dan sosial budaya untuk meminimalkan aspek-

aspek penyebab terjadinya korupsi.

Beberapa tahun terakhir ini kita disuguhi fenomena penegakan hukum

yang mandul (stagnant) karena puluhan bahkan ratusan kasus kejanatan

seperti, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat pubiik,

kejahatan narkoba, kejahatan dan kekerasan lerhadap perempuan,
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langgaran e
pelanag HI'E'IM-. dan rEIn-|EI|'I, tak saty pun dapat diputus sesuai rasa

keadilan dan kebenaran dalam masyarakat

i
Salah satu penyebabnya adalah kurang atau tidak adanya perhatian

hukum yang memadai dalam sistem peradilan pidana di Indones:a terutama

dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) mengenai suatu asas yang dapat

melindungi korban kejahatan dan saksi, di mana asas-asas dalam KUHAP
lebin  banyak menitikberatkan pada perlindungan hukum  terhadap
kepentingan tersangka, terdakwa, maupun terpidana atau beronentasi
kepada pelanggar nukum saja (offender criented).

Aspek peradilan pdana yang cukup penting yaitu saksi, wput dari
perhatian untuk cilindungi secara hukum yang memadai, terutama hak-hak
gan kepentingan saksi sebagal crang yang memberi kesaksian di pengadilan,
kadang (idak luput dari ancaman, intimidasi, @an pembalasan baik dar
pelanggar hukum maupun dari aparat yang dapat mengakibatkan saksi tidak
dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah cukup lama mengabaikan
penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang
teriupak;n (forgoften people in the system). Saksi hanya dilihat sebagai
obyek pasif dan terbaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengarun

dan mempengaruhi suatu kejahatan.
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>aksl merupakar sajan S8l alat bukti amat penting dalam
menentukan validitas dan kebenaran suat, perkara tindak kejahatan dapat
diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka wajar bila ada
ratusan bahkan ribuan kasys ftigak dapat diputus pengadilan karena

Kekurangan alat bukii berupa saksi yang dapat melinat, mengalarmi, dan

mendengar suatu peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, cukup beralasan bila
banyak pihak terutama pelanggar hukum bahkan aparat hukum (polisi, jaksa,
dan bahkan terkadang advokat) memotong dan mereduksi hak-hak saksi
dengan mengancam, mengintimidasi, teror atay pembalasan, baik secara
fisik maupun secara psikis, yang pada akhirmya mengakibatkan hilangnya

nyali saksi uniuk memberi kesaksian secara babas dan benar,

Maka perlindungan saksi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu amat
penting, karena dilihat dari  sugut pandang tersanghka  (ierdakwa),
perlindungan saksi akan memben jaminan bahwa lesangka dapat diproses
secara adil (fair trial) yang telah menjadi hak bagi tersangka. Dilihat dani sudut
saksi, perlindungan saksi akan memberi jaminan untuk memberkan
kesaksian yang benar (fair) sebagai bagian partisipasinya untuk mewujudkan
penegakan hukum dan keadilan. Maka dilihat dari dua sudut kepentingan
perlindungan saksi, ini memberi dampak positif. Dengan ungkapan lain,

sesungguhnya perlindungan terhadap saksl akan dapat meningkatkan mutu
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keadilan yan :
yang hendak ditujukan kepada pelanggar hukum pidana dan juga
korban kejahatan,

Perlindungan saksi ditujukan untuk mereduksi sejumlah kerugian yang

diakibatkan kejahatan dengan memberikan Konsultasi dan pelayanan

sedemikian rupa terhadap saksi yang memeriukannya dan saksi menghemat
waktu dan mengurangi biaya untuk kepentingan penegakan hukum. Esensi
lain darl perlindungan saksi adalah untuk mereduksi aspek yang kurang
menarik keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, Maka dapat
dimengerti, efek positif dari melindung! saksi sebenamya dapat meningkatkan
jumlah kuantitas dan kualitas pelaporan, menghindari perlakuan main hakim
sandiri (eigenrichting) di tengah masyarakat dan meningkatkan mutu kerja
sama dalam sistern peradilan pidana antara berbaga pihak yang terlibat
dalam proses peradilan pidana ®arena itu, melindungi saksi akan dapat
menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang rasional dan efekiif serta
komprehensif, karena dapat menempatkan korban kejahatan, saksi,
pelanggar kejahatan, dan posisi sera kedudukan yang seimbangdalam

Kasus korupsi merupakan kasus yang merebak beberapa tahun

terakhir. Lahimya undang-undang korupsi EADgE PRI NI Gosam

penegakan pada hakikatriya mengisyaratkan perunya perlindungan terhadap
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s .
saksi kasus korupsi dalam proses Penegakannya mengingat keberadaan

saksi sebagal alat bukti dalam proses peradiian [ pengadilan Negeri

Makassar, berdasarkan data tahun 2002 — 2003 tercatat 18 kasus korupsi.

Dalam penanganan kasus tersebut, berdasarkan wawancara dengan Wisnu

Widarta, pada tanggal 27 Desember 2004 dikemukakan bahwa dalam

penanganan kasus korupsi pihak kepolisian berusaha semaksimal mungkin
untuk melindungi para saksi terutama pada proses awal penanganan tindak
pidana. Hal ini menurutnya bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum

dan untuk kepentingan penegakan hak-hak dari saksi.

Lemahnya perlindungan terhadap parz saksi menurutnya dalam
wawancara yang sams akan menyebabkan keengganan bahkan ketakutzn
dari masyarakat untuk memberikan kasaksian, Sehubungan dengan hal i,
maka tabel di bawah ini mengogambarkan slasan masyarakal untuk bdak
bersaksi dalam sebuah penanganan tindak pidana, pendapat ini diambil dari
responden yang belum pemah menjadi saksi, jadi pendapat mereka

didasarkan pada pengalaman yang mereka dengar atau lihat dari orang lain

yang pemah menjadi saksi.
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Tabel 1

Pendapat Mas

- ; Yarakat yang Belum

Meniadi Saksi Tentang Sebab Mereka lickak Mauﬁ:ngm SaKS o
Fenanganan Tindak Fidana Korupsi h

[ Kategori Jawahan EE L ]
Takut menjadi tersangka WE
Takut pada tindakan penegak hukum 3 15;
3 Takut mendapat ancaman dari tersangka 9 | 45%
Jumlah 20 | 100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2005

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada & responden atau 40 %
responden yang menjawab bahwa mereka tidak mau jadi seksi karena takut
jadi tersangka. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemberitaan di media
massa, bahwa seorang sa«si dapat saja menjadi tersangka jika dalam proses
penyelidikan dan openyidikan ditemukan bukh tentang kesterlibatannya.
Bahkan ada responden yang berpendapat bahwa seorang saksi adalah pihak
partama yang harus diperksa oleh pihak kepolisian. Selanjuinya 3 (tiga)
orang responden atau 15 % responden menjawab takut pada tindakan aparat
penegak hukurm, Hal ini pun disebabkan karena maraknya pemberitaan baik
media massa maupun cerita orang terdekat mereka bahwa pihak penegak
polisi sering melakukan kekerasan untuk meminta

hukum terutama pada

kesaksian seseorang, Sedangkan 8 (sembilan) orang responden lainnya atau

45 % responden menjawab bahwa ketakutan mereka untuk menjadi saksi

disebabkan mereka takut dengan ancaman tersangka. Menurut mereka para




tersangka kasus korupsi sebagian besar adalah orang yng berky
g berkuasa
memiliki massa sehingga

dan

akan mudah bagi tersangka untuk melakukan

intimidasi terhadap para saksi paik dengan kekerasan maupun dengan

ancaman terhadap keselamatan dir dan ksluarga mereka

Melihat jawaban para responden tersebut, terlinat bahwa pada

umumnya, masyarakat telah memiliki opini terhadap perlakuan yang bisa

citerima oleh seorang saksi dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Melihat jawaban mereka, penulis melihat 2 (dua) hal yang penting untuk

dicermat yaitu ;

1. masih besamya rasa tidak percaya masyarakat terhadap aparat

penegak hukum,

2. ketakutan masyarakat untuk bermasalah dengan hukum

Selanjutnya, tabei berikut akan menggambarkan pendapat masyarakat
yang pemah menjadi saksi tindak pidana korupsi tentang perlindungan yang

mereka peroleh selama proses penanganan tindak pidana korupsi.
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Tabe! 2

Tindak Pidana Knrups:ama FroRE sy
Kategori Jawaban F
Terlindugi 2 s |
Kurang Terlindugi 3 :ig% {
Tidak Terlindungi 5 su:: 1
Jumlah 10 100%

Sumober : Data Primer yang Telah diolah. 2005

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 2 responden atau 20 % responden
menyatakan bahwa saksi dalam penanganan tidak pidana korupsi telah
terlindurgi. Alasan mereka adzlah selama menjadi saksi daiam proses
penanganan tindak pidanz, merska selalu dijaga bahkan mernurul mereka
untuk pulang ke rumah pun mereka dikawal cieh polisi, selain itu sslama
mereska menjadi saksi, mercka tidak mengeluarkan biaya sadikitpun.
Selanjutnya 3 orang responden atau 30 % responden menjawab kurang

terlindungi alasan mereka adalah pihak aparat penegak hukum hanya

menjaga mereka dari tindakan aparat yang kemungkinan menggunakan

iakarasan namiin aperat penegak hukum tidak memberikan jaminan 1 X 24

jam, sefiap harinya untuk keselamatan diri dan keluarga mereka dari

ancaman para tersangka. Meskipun ancaman sepeiti yang Mmerska tadiian

tidak terjadi namun para saksi harus melewati hari-hari mereka dengan was-

was, bahkan seorang saksi yand menjadi responden dalam penelitian ini,
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membawa anak dan jsiy
M¥a ke kampung Mereka untuk menghindari

an atau perbuatan yang Kemungkinan mengan
Sedangkan 5 (lima) responden

ancarm
Cam mereka.
lainnya atau 50 % responden menjawab

bahwa saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi  tidak terlindungi.

Alasan mereka adalsh pihak aparat kadang melakukan tindak kekerasan

berupa ancaman ternadap mereka, tidak ada jaminan keselamatan selama

menjadi saksi dan mereka bahkan meranggung sendiri biaya selama proses

penanganan tindak pidana korupsi tersebut.

Melihat pendapat responden di atas, temyata perindungan saksi
tindak pidana korupsi betumn optimal. Perlakuan yang beroeda terhadap para
saksi mengindikasikan bshwa aparat penegak hukum tidak memiliki acuan
yarg tegas dan jelas tentang perlindungan lerhadap para saksi tindak pidana
korupsi. Keberadaan lJndang-Undang Korupsi temnyata tidak cukup

memberikan jaminan terhadap para saksi tindak pidana korupsi.

Dalam wawancara dengan Desly Rerung, Kepala sub Seksi

Penyidikan Pidana Khusus MNegeri Makassar, pada tanggal 27 September

2005 dikemukakan bahwa .

hukum mengakui masih lemahnya
caksi dalam penanganan tindak

pidana korupsi, Namun lemahnya perlindungan bukan pada

: ka, karena
g dari ancaman para lersangka,
Jgrrlﬂlrs:aﬂp:?;ms?na;:;k hukum setiap sagt akan datang pada
pihak a

' K
Pihak aparat penega
perlindungan terhadap para
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| Kan membebaskan mereka. Indikasi

E?éie?ﬁi'sfii?‘ mendapat jani atau bujukan akan tampak pada

tiba-tiba i!ara asf;;fslfh Para saksi dalam persidangan, misainya
mencabut - i

dalam Berita Acara PEI"‘I‘IE-I'!'E kesaksian yang d||:|.ﬁn|.;gnn}ra

_ saan. Untuk keadaan seperti ini,
seharusnya pihak dparal menggunakan KUHAP  untuk
MeMproses para saksi yang diduga memberikan keterangan
palsu dalam kesaksiannya

Menanggapi hal ini. penulis sependapat jika dalam hal terdapat
indikasi kesaksian yang diberikan adalah palsu maka saksi dapat diproses
secara hukum berdasarkan KUHAP, namun seharusnya hal ini hanya
merupakan langkah represif. Pihak aparat seharusnya melakukan langkah
preventif untuk melindungi para saksi dari bujukan atau janji tersangka. Hal
ini bisa dilakukan jika selama menjaci saksi, pihak aparal senantiasa
mendampingi mereka. Pengawasan terhadap keadaan para saksi manjadi
urgen untuk dilakukan karena hal ini bukan hanya untuk menjaga

keselamatan saksi dari ancaman tersangka tetapi juga untuk mencegah

tindakan pihak luar yang ingin membebaskan atau meringankan hukuman

bagi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

Dal ancara dengan M. Amin umar Kepala Unit Penyelidikan
alam waw -

gptember 2005
dan Penyidikan V di Polwiltabes Makassar 29 Sep

dikemukakan bahwa:
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:Zﬁgeraﬁf dalam penegakan hukum. Jika mendapat ancaman
rasan, maka mereka harus secepatnya melaporkan kepada
kepolisian dan jika mereka

mendapat bujukan seharusnya
dengan segala kesadaran mereka harus menolaknya.

Berdasarkan data yang dipercleh dari Polwiltabes Makassar,
selama tahun 2002 — 2004, hanya 4 (empat) orang saksi yang
melaporkan adanya ancaman kekerasan dari pihak lain, 2 (dua)
orang saksi yang meizporkan tindak kekerasan dari aparal dan
O (tidak ada) saksi yang melaporkan adanya upaya “membujuk
dari pihak tersangka lebih lanjut Beliau katakan seyogyanya
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi segera
disahkan oleh DPR sehingga ada jaminan setliap orang untuk
bersaksi terhadap kasus-kasus yang banyak melibatkan orang
lkaya dan pejabat publik

Hal yang diungkapkan dalam wawancara di atas menurut penulis
memang merupakan hal yang senarusnya dilakukan oleh masyarakat namun
kendisi 1ain yang harus diperniungkan adalah kedudukan aparat sebagal
pelindung masyarakat, Seharusnys dalam penanganan tindak pidana, pihak
kepolisian dan aparat penegak hukum yang lainnya memberikan

* arakat.
perlindungan yang lebih demi tegaknya hukum dan hak-hak masy

drastis olen
Sangat sulit mengharapkan kesadaran masyarakat secara

g pendekatan secara
memupuk kesadaran mereka dengan melakukan upay pe

rat penegak hukum
perlahan dan meyakinkan masyarakat hahwa apa
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ggnantiasa melindungl mereka

Menurut penulis, secara umym, Perlindungan saksi kasus korupsi di

Kota Makassar belum oplimal. Keluhan Masyarakat yang pemah menjadi

sakei ataupun Keluarga merska pernah menjadi saksi masih sering terdengar
dan berdasarkan pendapal para responden daiam penelitian inl ternyata
kepercayaan masyarakat lefhadap perlindungan hukum bagi seorang saksi
masih sangat lemah. Lemahnya respons yuridis dalam penyelesaian
berbagai kasus menurut disebabkan salah satunya oleh tidak adanya
mekanisme untuk melindungi para saksi, dalam kasus korupsi. Meskipun
dalam beberapa perundangan soal perlindungan saks: ini disabut-sebut, akan
tetapi pada kenyataannya keteniuan khusus yang mengatur mengenai hal itu
nelum ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mempunyai UL tentang

Perindungan Saksi serta Lembaga Perindungan Saksi,

Lemahnya perlindungan saksi, semakin tampak ketika menyangkut

| i an secara
pembongkaran kasus korupsi atéd kejahatan yang dilakuk

i ti i ik n berlarut-larut.
terorganisasi Keadaan semacam inl tidlak bisa dibiarka
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B. Faktor yang M i
g9 Wempengaryhi Optimalisasi Perlindungan Saksi dalam

Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassa
r

a. Substansi

Dari studi dokumen dan kepustakaan yang dilakukan ternyata
dalam hukum Indonesia beium ada ketentuan-ketentuan khusus yang
mengatur tentang perlindungan saksi. Wslaupun demikian ada
undang-undang (UU) yang secara implisit mengatur masalsh ini,
Seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1
angka 26, Pasal 229 yang mengatur tentang penggantian biaya yang
telah dikeluarkan oleh saksi tetapi jarang dilaksanakan: Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP); UU Psikotropika, UU Narkotika, UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Larangan Prakiik
Monopoli dan Persaingan Uszha Tidak Sehat, UL KKN dan UU HAM.
Namun dalam kenyataannya hal ini belum terlaksana SSCars

maksimal, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di

Kota Makassar,

Awalnya, kegagalan pemberantasan korupsi  dianggap

disebabkan UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak
ise

' lan
menganut p.embul-:lian terbalik. Secara sederhana, sistem pembuktt
buktian dalam proses perkara

terbalik dapat didefinisikan, sistem pem
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. Dengan kata

B | membuklikan bahwa
dirinya tidak bersalan.

Sistem
tersebut merupakan pengecualian Hukum Acara Pidana

sebagaimana diatur Pasal 66 UU No.8 Tahun 1588 tentang Hukum
Acara Pidana yang menganut praduga tzk bersalah, yakni tersangka
glau lerdakwa tidak dibebani kewajiban pembukiian. UUPTK
MNo.3/1971 memberikan keleluasasn hakim secara subjektif jika
dianggap perlu, dapat membebankan terdakwa membuklikan tidak
korupsi. Selanjutnya, UUPTIKC No.31/1999 yang menggantikannya
menganut pembuktian terballk. Pasal 37 ayat (1) menyatakan,
“tardskwa mempunyai hak uniuk membuklikan bahwa ta tidak

melakukan tindak pidana korupsi. Perjelzsannya, ketentuan ini

merupakan suatu penyimpangan dari  ketentuan KUHAP yang

menentukan bahwa jaksa yang wajip membuktikan dilakukannya

tindak pidana bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana kKorupsi.

pembuktian terhalik  justry  menghukurm

annya untuk me mbuktikan tidak melakukan

Sasungguhnya,

terdakwa dengan mewajibk

6l
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korupsi. Sedangka
gran, pasal tergepyt menetapkan hak terdak
akwa untuk

embuktikann i sisim
m ¥a tidak melakukan Korupsi. Padahal
| : ahal, dalam sisti
hukum acara pid '
Pldana konvensional juga diberikan hak bagi terdakw
erdakwa

mambela dirin
¥a yang merupakan bagian dari HAM yakni pengadilan

waijib memberi
| berikan hak {HEEET‘Hpatan} bagi terdakwa Lntuk mambeld
diri.

Kemudian, UU No.31 tahun 1999 diubah beberapa Pasal
dengan UU No20 tahun 2001 yang secara substantif menganut
sistem pembuktian ferbalik. Mestinya, perubahan ini mempermudah
pemberantasan korupsi yang hasiinya telah dilakukan secara "lurus'

(tidak terjagi money launderning).

Namun, kenvataannya  perubahan tersebut  belum

menampakkan hasil significant  bagi pemberantasan  Korupsi.

Sebabnya, korupsi dilakukan gotong royong, yakni dilakukan secara

bekerja sama dan sl'lematis- Hukum tidak melindungi pelapor/saksi

(yang teribat dalam korupsi, baik sebagi pemberi Maupun penerima
grafifikasi (pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount). comisi, pinjaman tanpa bunga, liket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata. pegobatan cuma-
lainnya) dari ancaman dijadikan tersangka

cuma, dan fasilitas
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Eatu |

menyalakan bahwa difiukum deng
an

Penjara selama-lama
sembilan bula i
N barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang

yang sudah melakukan kejahatan atay ¥ang dituntut karena sesuatu

rkara kejahatan. Bil i
pe i Bila orang mengstahui tindak pidana, ia wajib

melaporkannya pada aparat  yang berwenang, Walaupun

konsekuensinya sedemikian jeias, dalam kasus-kasus pidana tertentu
pasal tersebut sering kurang bergigi. Bila bicara tentang kasus korupsi,
niasanys memiliki organisasi yang kuat. Para saksi cenderung ligak
melapor pada pihak berwenang daripada harus menarima ancaman,
teror, atau balas dendam yang sangal menakutkan di kemudian hari
Ironisnya, apabila ketakutan ini membust kasus ticak dilaporkan,

tersangka (si pelaku kejahstan) akan diuntungkan dan ia oun mungkin

melakukan tindak pidana lagi

Maka sudah tiba saatnya Indonesa yang mengklaim din

sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang melindungi

- 1 a
saksi, terutama untuk kasus korupsl. keberadaan UU Pedindungan

Saksi ini demikian penting mengingat Indonesia kini kental dengan
nuansa korupsi Undang-undang ini sekaligus 2K&1 mempenanc=!
uansa kKo .

K menyelidik dan menyidik kasus-kasus

para petugas hukum untu

a bisa ditakukan secara tuntas dan

korupsi sehingga pembera ntasanny




mereka akan lebih perap;

Mengungkapkan
kejaha
gamblang. jahatan  secara

Con i
ontoh yang masin S€9ar dalam ingatan kita semua adalah

para saksl yang ingin mengungkapkan kasus bank Bali, Rudy Rarmii

Firman Soetjahya, dan juga pengamat perbankan Pradjoto, mendapat
ancaman dan teror yang sampai menjadi mimpi buruk yang

menghantui mereka dari hari ke hari,

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
kita posisi saksi sangat berbeda dengan posisi tersangke. Para
tersangka memperolen sejumiah hak dan perlindungan hukum yang
jelas. Sebaliknya untuk saksi, secara Umum KUHAP hanya

menentukan sejumlah kewajiban saksi. Sayang, kewajiban ini tak

dimbangi dengan hak-hak, misainya hak perlindungan din setelah

memberikan kesaksian. Dengan demikian posisi saksi dalam proses

s —
peradilan pidana sangat lemah, apalagi bila kasusnya didug
melibatkan orang-orang "kuat”

sal dalam KUHP yang bisa menjadi pegangan

Ada beberapa pd
Misalnya Pasal 335

.
bagi saksi untuk mendapat perlindungd .
ancam).
(perbuatan tak menyenangkan} dan 236 (mend

64




Dibandi
ndingkan dengan Amerika Serikat, sudah sejak lama

Undang-Undang Perlindungan Saksi berlaky ¢ sana. Bahkan untuk

kasus-kasus pidana yang berat, perindungannya terkesan sangat
berlebihan, Perlindungan tak hanya diberikan saat saksi dipariksa
penyidik, penuntut umum, atau di dalam lingkungan pengadilan. Di
mana pun saksi tersebut berada, keamanan can keselamatan jiwanya
selalu terjaga dan dilindungi. Yang mendapat perlindungan bukan
hanya saksi, tapi juga selurun anggota keluarga dan orang-orang iain
yang dekat dengan dirinya. Sebagai contoh, bila tempat tinggal orang
tersenut ternyata dianggap tidak aman, adalan hai yang biasa orang

tersebut beserta keluarganya dipindahkan ke tempat lain yang lebih

aman.

Sebenamya, esensi perlindungan saksi untuk Indonesia dapat

dipinjam dari Pasal 1512 (b) Victim and Witness Profection Act dif AS.

Pendek kata, dalam sistsm YU Perlindungan Saksi di AS perlindungan

grikan meliputi perlindungan atas keamanan

psikologis, mendapatkan nasihat

dan hak-hak yang dib

pribadi dari ancaman fisik ataupun
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hukum, informasi

Perkembangan kasus, dan biaya

transportasi. Di ing i
P Di samping ity, saksi berhak mengetahui perkembangan

perkara. Dalam hg kejahatan berat

mempunyai hak mendapatkan

dan terorganisasi, saksi

identitas bary: dan jika keamanan
sudah sangat mengkhawatirkan, saksi berhak direlokasi

Perindungan saksi ini tentu tak berlaku secara umum kepada

semua saksi. Perlindungan saksi perlu dibstasi ruang lingkupnya pada
tindak-tindak pidana yang sungguh-sungguh dapat menjadi ancaman
berbahaya pada secrang saksi, misalnya tindak pidana korugpsi
(apalagi yang dilakukan oleh atasan saksi). Memarg, Pasal 41 UU
Korupsi No. 31/1939 teiah menyadiakan klausul perlindungan hukum
bagi saksi pelapor, tapi makna dan bentuknya sangat tidak jelas dan

herientangan dengan ketertuan Pasal 37 yang menyatakan banwsa

pelapor wajib dirahasiakan identitasnya.

Di bawah ini adalah pendapat aparat penegak hukum tentang

pentinganya Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia.
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Tabhei 3

Pendapat A Parat Penegak H

PEﬂme'ﬂ_\"'a Uﬂﬁanu-undana ukium TEF}tang

Ferinaunas:, .-

Kateaori Jawahan ————

dwaban r
Perlu dibentuk l -{-2 : —
Tidak Perlu dibentuk 3 i ﬁi&
Jumilah '1 | 1
|

! 18
nber : Dala Primer yang telah diolah, 2005

100% 'f

Dari data di atas terlinat bahwa 12 resporden aparat peneqak
hukum atau 68 % mengemukakan bahwa Undang-Undang
Perlindungan Saksi sangal penting untuk diadakan di Indonesia.
Alasan mereka adalan tanps Undang-Undang Psrindungan Saksi
maka aparat penegak hukum hdak memilixi acuan yang seragam dan
tegas tentang proses perlindungan teriiadap para saksi. Sedangkan 6
responden lainnya atau 34 % responden menyatakan hahwa Undang-
Undang Perlindungan Saksi tidak perlu dibentuk karena neang-

undang yang ada telah memuat tentang parlindungan saksl.

Namun peran saksi dalam proses peradilan pidana sefama ini

hukum.
at jauh dan perhatian masyarakal dan aparat penegak
sang

ibat
Luputnya perhatian tersebut mengakl

kan baryaknya perkara
n dengan alasan alat bukti yang tidak

- ibuktika
idana vang tidak dapat dibu |
B, ‘harikan oleh seorang saksi.
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d
) d n 'j'ang EEH"IQE{ F'Enﬁng dalam proses il
F” ana dan tiE:IEH'. ad ra ks § e
EI.I'I']I'E] [Jeng-atu n |ItEHQEnEi saksi dalam KUHAP

maka dibutuhkan
SUalu perangkat hukum khusus yang mengatur
tentang perlindungan terhadap saksi

Menanggapi hal ini, penulis sependapat jika undang-undang
perlindungan saksi sangat penting karena bagaimanapun, sebuah
aturan yang tegas dan khusus akan memudahkan pihak aparat untuk
memberikan perlindungan sekaligus memuat sanksi bagi aparat yang

mengabaikan perlindungan nukum terhadap saksi.
Struktur

Dalam teori umum iimu hukum dikenal teon dari Friedman yang
nengamukakan bahwa salah satu unsur penting dalam penegakan

hukum dan perlindungan hukum adalah unsur aparat penegak hukum
(strulktur),

Keberadaan aparat penegak hukum yangd diistilahkan sebagai

gat urgen dalam penegakan hukum khususnya

"pedang hukum® san

dalam perlindungan hukum terhadap saksl.

Perlindungan aaksi dapat diartikan secara |uas yakni melindungi

paya lebih mudah untuk memperoleh aksas

kepentingan saksi agar sU
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dalam sistem peradia m
H N dan  menghindar; terjadinya  viktimisasi
under (secondary victimizati PEB. m
52 (secondary victi Ization). PER Isalnya, telah menetapka
, : netapkan

hak-hak korban dan saksi dalam Deklarasi PBE Nomor 40/A/Res/34
Tahun 1985, yaitu: (1. Compassion, respect and recognition, 2. Recive
information and explanation about the progress of the case. 3. Provide

information. 4. Providing proper assistence. 5. Protection of privacy
and physical safety. 6. Restitution and compensation, 7. To access o

the mechanism of justice system).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh compassion,
respect, and recognition pada setiap tahapan proses peradilan adalan
bagian penting yang dijadikan dasar pengambian kecijakasn dalam
perlindungan terhadap korban kejahatan dan saksi, selain proteciion of

orivacy and ph ysical safety.

Dalam kenyataan, banyak pihak tarutama pelanggar hukum

bahkan aparat hukum (polisi, jaksa. 931 panian terkadang advoka)

memotong dan mereduksi hak-hak saksi dengan mengancam,
mengintimidasi, teror atau paﬂbalasan. baik smra.ﬂsnl-: maup:
secara psikis, yangd pada akhirnyd mengakibatkan hilangnya I:gha
saksi untuk member kesaksian sacara DED-EHE delan I;J:r:r_ n; g
perlindungan saksi dari hal-hal yand tidak diinginkan itu a pe ]
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dalam sistem peradilan dan  menghindari
n

terjadinya  viktimisasi
sekunder { ? o

sSecondary victimizati

¥ victimization), PeR, misalnya, telah menetapkan
hak-ha '
ak-hak korban dan saksi daiam Deklarasi PBB Nomar 40/A/Res/34

Tahun 1985, vaitu: (1. Co '

| Mmpassion, respect and recognition, 2. Recive
information and explanation about the progress of the case. 3. Provide
information. 4. Providing proper assistence. 5. Protection of privacy
and physical safety. 6. Restitution and compensation, 7. TO access to

the mechanism of justice system).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh compassion,
respect, and recognition pada setiap tahapan proses neradilan adalah
bagian penting vang dijadikan dasal pengambian kecijakan dalam

perlindungan terhacap koroan kejanhatan dan saksi, selain protection of

orivacy and physical safety.

Dalam kenyataan, banyak pihak terutama pelanggar hukurm

bahkan aparat hukum (polisi, jaks2, dan bahkan terkadang advakat)

memotong  dan mereduksi hak-hak saksl dengan mengancam,

teror atau pembalasan, paik secara fisik maupun

mengintimidasi, .
ngakibatkan hilangnya nyali

pada akhirnya me

g dan benar. Maka
saksi untuk mernbgri kesaksian gacara babas

hal-hal yang tidak o

secara psikis, yand

i ginkan itu amat penting,
perlindungan saksi dan
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karena dilin '
al dan sudut Pandang tersangka {terd
erdakwa), perindungan

saksi akan memberi jam;
beri jaminan bahwa tesangka dapat dipro
585 SeCars

adil (fair tria o
( l} yang telah menjadi hak bagi tersangka, Dilihat dari sudut
- u

saksi, perlindun y
P gan saksi akan memberi jaminan untuk memberikan

kesaksian ya |
yang benar (fair) sebagai bagian partisipasinya untuk

mewujudkan penegakan hukum dan keadiian. Maka dilihat dari dua
sudut kepentingan perindungan saksi, ini memberi dampak positif.
Dengan ungkapan lain, sesungguhnya perlindungan terhadap saksi
akan dapat meningkatkan mutu keadilan yang hendak ditujukan
kepada pelanggar hukum pidana dan juga terhadap saksi . Karena itd,
melindungi tersangka dan saksi akan dapal menciptakan suatu sistem
peradilan pidana yang rasicnal dan efektif sera komprenensif, karena
dapat menempatkan korban kejahatar, saksi, pelanggar kejanatar,

dan posisi sera kedudukan yang seimbang (balance) dalam

memperoleh dan memperjuangkan hak-hak objektifrya yaitu rasa

keadilan yang sejati (substantif}.

Pada saat memberikan keterangannys, saksi harus dapat
memberikan keterangan yang sebenar-penarmys. Untuk itu, saksi periu

pebas saal diperksa di muka persidangan. ia tidak
peristiwa yang §

M 5 jerdakwa. Maka Pasal 173

merasa ama dan
ghenarnya, walau

boleh ragu-ragu menjelaskan

i eratka
mungkin keterangannyd jtu remD
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KUHA memberikan Ewanan 3] H
= an k k mituk
dnga kepada M&j&ﬁﬂ aki

memungkinkan SE0rang  saks dide
ngar

- Keterangann
kehadiran terdakws Alasannya o gannya tanpa
da;

mengakomodir  kepentin

| | | gan
saksi sehin !

992 ia dapat berbicara gan memberikan keterangannya

secara leoih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tartekan

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan

dampak darn keterangan yang diberikanriya. Sesecrang mungkin saja
menolalk untuk bersaksi, atau, kalau pun dipsksa, berbohong karena ia
ticak mau mempertaruhkan nyawanya alau nyawa keluarganya gara-
gara keterangannya yang memberatkan terdakwa, Df sisi lan,
seseorang menolak memberixan keterangan karena mengalami
trauma hebat akibat peristwa pidana sehingga tidak memiliki

kemampuan untuk manceritakan uiang penstwa yang dizlaminva itu.

Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persigangan

atau pun terhenti di tengah jalan karend persoalan yang satu ini.

Kasus-kasus seperti kejahaian korupsi  yang melibatkan sebuah

sindikat, menjadi contoh Kasus yang seringkall tidak dapat diproses

g mau dan berani me
i kernudian adalah bukan saja

mberikan keterangan
karena tidak ada saksi yan

4 Maka yang terjad
Lntuk melakukan P
menuhi rasa keadilan, tetapi

an benamy
PR roses peradilan yang

gagainya sebuah tuntutan
. e
bersih, jujur, dan berwibawa untuk

Tl



juga pelanggaran hak.

hak 8sasi indiyi
vidual yang terka
tersebut. ! it dalam kasus

Dengan demiki i
tkian, maka Jelas bahwa ketersediaan mekanisme

perlindungan -
ngan saksi dan korban amat penting untuk menjamin

diperolefinya. kebenaran materi sekaligus untuk memenubi rasa

keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkail Hal
ini dapat dipercleh dengan kerjasama yang baik cleh para aparat
penegak hukum. Sikap aparat yang setengah hati dalam memberikan
perlindungan menjadi salan falktor yang sengat mendukung tidak

tegaknya perlindungan terhadap para saksi.

Adanya hak-nak dalam UU saja tentunya belum merupakan
jaminan bagi saksi dan korban akan mendapal perlindungan yang
sasungguhnya. Telah banyak contoh mengenai beiapa sulitnya

mangfmplamemasikan ketentuan perundang-undangan, lerutama

yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-

hak yang dimiliki oleh tersangkalterdakwa. Setelah lebih dari dua

dasawarsa KUHAP beriaku, namun pemberian hak-hak kepada
tersangkalterdakwa Yang menjadikan karya agung ini PRI

pengedepanan hak ssasi manusia, belum Juga terlaksana dengan

pendampingan oleh penasinat hukum, yang memang

baik. Jangankan




embutuhka ;
m M dana yang tigak Sedikit, pelaksanaan hak-hak lain yang

tidak terkait dengan dang dan fasilitas pun, masin sangat jauh dari

harapan. Hal ini terbukti dengan masin banyaknya berita tentang

penggunaan kekerasan Lntulk memperoleh pengakuan

tersangkafterdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai

prosedur penangkapan dan penahanan, Oleh karena itu dalam
masalah perlindungan saksi dan korban ini kita memang tidak boleh
cepat berpuas dir. Kelentuan-ketentuan yang lengkap dan secara
tagas memberikan hak pada saksi belumlah cukup apabila ticak diikuti
dengan sikap aparat penegak hukum dalam memandang kedudukan
saksi dan kornan. Mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih
mudah daripada mengubah sikap dan perilgku manusia, sehingga

perubahan eybstantif itu akan menjac sia-sia apabila terjad! stagnas

dalam penegakkannya sendiri

. Sikap Masyarakat

ki amat penting dalam
i glah salu alat bu
Saksi merupakan s

n suatu perkara
menentukan validitas dan kebenara

rdasarkan mekani
n ribuan kasus tidak dapat diputus

gme hukum yang perlaku. Maka
dapat diproses be

hika
wajar bila ada ratusan ba

T3

tindak kejahatan




pengadilan kareng kekurangan alat

melihat, men : buki Derupa saksi yang dapat
' S Mendengar suatu peristiwa kejahatan

Dalam i
teori psikologi manusia, adalah hal yang sangat

manusiawi '
wi apabila Seseorang yang berada dalam keadsan ditekan,

diteror, dan keselamatan jiwanya terancam m sl buriGika

Penyakil sosial yang sukar dihabisi adalah korupsi. Pada awal
reformasi masvarakat masih  berharap pemerintahan baru akan
menempuh langkah drastik mematong rantai korupsi.  Kenyataannya
modus korupsi baru berkembang lebih vulgar dan merata, sehingga
sulit dilacak. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komiel
Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan Komisi Pemberantasan

Korupsi belum diiringi dengan bukti penegakan hukum yang tegas.

Pemberantasan korupsi sebagal szlah satu barometer untuk

melakukan clean break (pemutusan hubungan secara tegas) dengan

penyimpangan di masa lalu.
ncara dengan A Haedar, Ketua Pengadilan Megen
r 2005 dikemukakan bahwa dalam

Dalam wawa

Makassar tanggal 29 Septembe

pemberian keterangan para saks
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menyampaikan
menghadapi ancaman pidana juga laKsa. teruiama jika saksi

b. adanya saksi
walaupun ia m?:‘;?bfgﬂngatakan bukan hal yang sebenarnya,
i ' Gl awah sumpan, baik karena ia telan disuap
o F:Jgun Karena ia diintimidasi pihak tertentu
; rn?ansl::layka:r?e l"EE"-I'_-'EI'[W akan menyudutkan dirinya sendiri dan
il chamili mberikan jawaban yang sesungguhnya (asas non-
nenmination), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk
orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.
d. Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian

ternyata ia melakukan yang sebaliknye, sesuatu yang diluar
dugaan panasehat hukum. Di beberapa negara seorang

penasehat huhum tidak dapat menarik kemball saksi a de
charge yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan
sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Berbagai hal yang dilakukan para saksi di aias sangat
menyulitkan bagi pinak aparat penegak hukum dalam proses
penanganan kasus korupsi, Timbulivya kondisi di alas tidak lepas pula
dari andil sparat penegak hukum yang tidak optimal dalam

memberikan perlindungan sena sikap pare saksi yang Uckle tecuilia

dengan keadaan yang mereka hadapl. Para saksi biasanya fidak jujur

tentang ketakutan dan keknhawatiran mereka dan kekhawaliran

4 but justru ditampakkan dalam proses peradilan. akibatnya
arsebu

g mereka berikan menjadi simpang siur bankan sangal

g tefah diterangkan dalam  proses

keterangan yan
berbeda dengan apa ¥an

sabelumnya.

15




Dalam wawan
“ar  dengan Haghi Abdullah, Direktur

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakst Pada tanggal 30 September
2006 dikemukakan bahwa:

iiasyirarahﬁt belum cukup memiliki kesadaran untuk menjadi
; -I ereka telah  ditakutkan gengan  berbagai
Pengalaman orang lain ketika menjadi saksi mulai dari

periakuan aparat, ketakutan pada tersan '
masalah biaya, P gka sampai pada

Menurut penulis, sikap masyarakat yang sangat tertutup

bahkan tekut untuk menjadi saksi memang merupakan hal yang
menghambat dalam penegakan hukum. Demikian pula upaya
perlindungan hukum yang diberikan kepada para saksi sulit dilakukan
karena masih banyak masyarakal yang tidak mengicuti petunjus dari
pihak aparat penegak hukum. Dalam wawancara dengan M. Amin

Umar dalam wawancara tanggal 26 September 2003 dikemu-akan

pula bahwa banyak saksi yang diberikan petunjuk  untuk

mengamankan keluarga mereka namun tidak diikuti oleh saksi

tersebut. Demikian puia, pihak aparal penegak hukum berupaya

i i emberian
meyakinkan mereka untuk tidak menenma bujukan atau p

inak saksi
dari t a gka namun karena fﬂkmr-—fﬂktﬂ tertentu te yata pr
ar tersan u n r teren m h

pahkan pemberian te
annya di depan pengadilan.

rsangka di mana pada
menerima bujukan

akhirmya mempengaruhi keterand
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EEDI i

hak yang

dapat memberikan Perindungan terhadap mereka yaitu:

a.

Perhnduﬁgan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik

maupun psikologis dari orang Jain yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, tengah atay telan diberikannya atas
Suatu perkara pidana:

hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanar:;

hak untuk mendapatkan nasinal hukum;

hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;

hak uniuk mendapatkan pentajemsah, I
hak uniuk bebas dari perianyaan yang menjeral, Wi

hak untuk mendapatkan mformas mengenal perkemoangan !

kasus,

hak untuk mendapatkan informasi mengenai  keputusan

pengadilamn,

hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan; I_

patkan identitas baru;
| kediaman baru (relokasil;

hak untuk menda

3
hak untuk mendapatkan temp

danfatau
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. hak untuk m
BMpergleh PENggantian biaya ransportasi

Sesuai dengan kebutuhan

Undang-und -
3-UNdang yang ada lepin banyak jenis perlindungan
terhadap saksi dan korban akan tetapi hak ini masin kurang. Hal ini

karena E'E'bEF"IElrI'I}"E masih tEﬂjEpat hak-hak lain yang dibutuhkan oleh
saksi dan korban seperti hak mendapatkan pendampingan yang

beriujuan untuk memberikan rasa aman secara psikis dan mental

ketika saksi memberikan kesaksiannya disidang pengadiian. Hak
terseout dibutunkan teruiama bagi saksi yang mengalami trauma. Hak
lainnya yang perlu diatur adaian hak atas jaminan ticak adanya
sankeifpemberian sanksi oleh atasan berkenaan dengan koterangan

yang diberikan dan hak untuk mendapatkan kepastian 2tas status

AUk

Selanjutnya, pihak yand berhak unfuk mendapatkan

periindungan tidak hanya seorang saksi saja, akan tetapi keluarga

| eperti
saksi juga berhak untuk mendapatkan periindungan yang sama s pe
' indungan tersebut

halnya saksi. Alasan perlunyad memberikan hak perlindung

langsung terhadap
n tidak hanya

karena ancama

 keluarga saksi itu sendiri. Seringkali
|

: ; apat melalu
saksi namun juga dap memberikan keterangannya

: Tt
. tau tidak DI
seorang saksi tidak mau @
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ngan .
dang alasan untuk IIIEhII'dUHgi Heluarganya Melih
. Melihat

maka perlindungan hal tersebut

terhad
9P keluarga sakg Sudah  sepatutnya

diberikan agar keamanan ¥ang diberiks
|

Kepada saksi menjadi
lengkap.

Iy -
Perlindungan terhadap saksi dan korban seharunsya diberikan
sejak tahap penyelidikan dimulzi, dan barakhic dan perlindungan dapat

dinentikan berdasarkan alasan tertentu yang sangat urgen

Selain itu, diperiukan pula keberadzan Lembaga Perlindungan
Saksi. Lembaga ini seharusnya mangin atau independen lanpa
campur tangan pihak manapun. Lembaga ini Dertangoung jewab
menangani pemberian perlindungan dan bentuan pada saksi dan

karban dan akan didirikan di setiap ibukota propinsi dan di wilayah

kabupaten/kota yang dianggap perlu, Lembaga tarsebut bertugas dan

berwenang  untuk menerima  laporan/keluhan menyampaikan

rekomendasi kepada instansi terkait

i saksi dan korban pada prinsipnya harus

Perlindungan bad
hax yang dapat dimanfaatkan

i t
merupakan pemberian saperangka .
pses pﬂradilan pidana.

gaan aias kontribusi mereka

Perlindungan ini
mereka dalam posisinyd di Pf

nghar
merupakan salah satu bentuk PE g

dalam proses ini
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Keberadaan r
al)

rupakan insi
merup tuntutan dan PAnsip dasar hak asasi manusia yang

universal. Seperti telah diungkapkan diatas bahwa kelancaran dan

keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada

proses pembuklian dan alat bukli yang digunakan, khususnya

keterangan saksi di pengadilan. Selama ini seperti yang telah kita
ketahui, baik masyarakat maupun penegak hukum kurang memberikan
perhatian akan pentingnya perlindungan saksi. Karena itu tidak dapat
ditawar lagi bahwa kita membutuhkan adanya undang-undang yang
mengatur secara khusus tentang perindungan saksi. |Undang-urdang
perlindungan saksi ini dibuat dengan tujuan bukan hanya semata-mala
untuk melindungi seksi saja namun juga unluk melergkapi instrumen

perundang-undangan yang telah ada sehingga dapat mewujudkan

peradilan pidana yang memenuhi rasa keadian.
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BAB v

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap saksi pelapor dalam senanganan tindak pidana
korupsi di Kota Makassar beium optimal, Hal ini ditandai dengan masin
banyaknya saksi pelapor yang tidsk memperclen perlindungan dari
kekerasan yang dilakukan aparal penegak hukum dalam proses
penyelidikan dan penyidikan, lidak fterindungi dari ancaman
kekerasan yang dilakukan tersangka, lidsk terlindungl dari kerugian
materil yang mungkin timbui karens keharusannya menjadi saksi sera

tidak terlindungi dari upaya tersang«a urnituk membujuk saksi.

2. Faktor yang mempengaruni perindungan terhadap saksi pelapor

adalah:

a. faktor substansi dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi yang belum mengakomodir secara sempurna kepentingan
oru

para saksi pelaper yand seharusnya terdindungl,

ini tindakan para aparat yang justru

b faktor strukiur dalam hal

lakukan kekerasan tarhadap sakst pelapor.

me |
daran dari

rakat dalam hal ini masih kurangnya kesa

c. sikap masya

i ian.
mereka untuk m&mt}enhan pesaksi
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1.

Seharusnya pihak aparat Penegak hukum memberikan perlindungan

seoptimal mungkin dengan menghilangkan tindak kekerasan terhadap

para saksi pelapor bahkan menghukum aparat penegak hukum yang

melakukan hal tersebut, memberikan jaminan keamanan dan

keselamatan untuk keluarga saksi sera mengupayakan terhindarnya

para saksi pelapor dari bujukan pihak tertentu,

Rancangan Undang-Undang Perfindungan Saksi secepatnya disahkan

menjadi undang-undang.
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